
 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Dalam menangani kasus gelandangan dan pengemis, Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Di dalam perda 

tersebut juga memuat tentang pemberian sanksi pidana bagi pemberi 

sumbangan kepada gelandangan dan pengemis yang didasarkan pada 

kekhawatiran peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis. Penegakan 

sanksi pidana bagi pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di 

Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 ini 

dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan pengukuran efektivitas perda menggunakan 6 (enam) 

indikator berdasarkan teori dari Richard M. Steers. Pengukuran tersebut 

diperkuat juga oleh keterangan dari para responden yang mengakui bahwa 

penegakan sanksi ini masih belum efektif dalam implementasinya di 

lapangan. Hanya sedikit pemberi sumbangan yang berhasil ditindak, yaitu 12 

orang dari banyaknya para pemberi sumbangan di Sleman sepanjang tahun 

2020 – 2022. Selain itu, kinerja Satpol PP juga terhambat karena adanya 

beberapa faktor, seperti: keterbatasan waktu, keterbatasan personel, 

kompleksnya wewenang dan tanggung jawab Satpol PP, serta kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam membantu pemerintah daerah untuk menangani 

permasalahan gelandangan dan pengemis ini. 
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B. Saran 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun saran-saran yang dapat 

diberikan terkait permasalahan penegakan sanksi bagi pemberi sumbangan 

kepada gelandangan dan pengemis, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Masyarakat 

 
Masyarakat memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam 

membantu aparatur daerah untuk menangani permasalahan 

gelandangan dan pengemis. Sebaiknya, masyarakat tidak memberikan 

sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di jalanan secara 

sembarangan. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan sumbangan 

tersebut melalui wadah resmi dari pemerintah maupun non-pemerintah 

yang memang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumbangan 

tersebut. 

2. Kepada Pemerintah Daerah 

 
Pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi dan perbaikan secara 

menyeluruh untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis maupun penegakan 

sanksi terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis 

di Sleman agar pelaksanaan perda ini dapat berjalan efektif dan optimal. 
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